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E-mail: iraramadanisnb@gmail.com 

ABSTRAK 

NJOP merupakan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan 

pajak atas bumi dan bangunan ,Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase NJOP untuk 

Perhitungan PBB-P2.Walaupun telah tersedia landasan hukum yang lengkap, 

implementasi pengenaan PBB-P2 di Kota Padang masih ada perbedaan tarif antara 

PBB satu dengan lokasi lainnya . Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

(1) Bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang besaran persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2 di Kota Padang; (2) 

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam 

mengimplementasikan peraturan tersebut; dan (3) Apa saja upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di 

masyarakat. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui 

wawancara dengan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta wajib 

pajak, dan data sekunder berupa buku, literatur, bahan-bahan, jurnal, hasil-hasil 

penelitian dan karya ilmiah para sarjana. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara 

kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian  : 

(1)Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

besaran persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2 di Kota Padang ,bedasarkan 

pada hasil penilaian objek pajak secara Massal.(2) Kendala-kendala yang dihadapi 

pemerintah kota padang : keterbatasan akurasi dan pemutakakhiran data NJOP 

akibat ketergantungan pada sistem masal,sebagian besar wajib pajak belum 

memahami dasar penetapan PBB-P2,masih ada masyarakat yang belum memahami 

mengenai pengajuan keberatan serta pengurangan PBB.(3) Upaya-upaya untuk 

mengatasi kendala : Upaya pemutaakhiran dan peningkatan akurasi 

NJOP,peningkatan transparansi dan kejelasan informasi dalam penetapan 

PBB-P2,penguatan pengajuan mekanisme pengajuan keberatan dan permohonan 

pengurangan PBB-P2. 

Kata Kunci: Implementasi, NJOP, PBB-P2, Peraturan Wali Kota Padang, Pajak 

Daerah. 
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Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya serta petunjuk-Nya kepada 

penulis, tak lupa pula sholawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap 

orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan secara 

langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

serta pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pajak 

memiliki fungsi strategis, yaitu fungsi anggaran (budgetair) sebagai 

sumber pembiayaan negara maupun daerah, serta fungsi pengaturan 

(regulerend) sebagai instrumen pemerintah dalam mengarahkan aktivitas 

ekonomi dan sosial.¹ Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah 

menjadi unsur penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan pelayanan publik 

dan pembangunan secara mandiri. 

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 berfungsi sebagai 

sumber penerimaan daerah yang stabil karena objek pajaknya berupa bumi 

dan bangunan bersifat tetap serta memiliki nilai ekonomi yang terus 

meningkat dari waktu ke waktu.² Pemerintah daerah menggantungkan 

sebagian pembiayaan layanan publik dari penerimaan PBB-P2, sehingga 

kebijakan pengelolaannya harus disusun secara cermat, akuntabel, dan 

sesuai kondisi pasar. 
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Agar pemungutan PBB-P2 berjalan optimal, terdapat komponen 

penting yang menjadi dasar perhitungannya, yaitu Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP). NJOP merupakan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai 

dasar pengenaan pajak atas bumi dan bangunan, yang idealnya 

mendeskripsikan nilai pasar wajar suatu objek pajak.³ NJOP tidak hanya 

menjadi dasar perhitungan PBB-P2, tetapi juga mencerminkan seberapa 

besar kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan daerah. Penentuan 

NJOP harus mengikuti dinamika perkembangan harga tanah dan bangunan 

di suatu wilayah agar tidak terjadi kesenjangan antara nilai pasar dengan 

nilai pajak yang ditetapkan.⁴ 

Perlu diketahui bahwa pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) merupakan pajak pusat yang pemungutan dan pengelolaannya 

berada di bawah kewenangan pemerintah pusat berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Namun, setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah 

kabupaten/kota sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal. Sejak 

saat itu, PBB-P2 resmi menjadi pajak daerah, sehingga pemerintah daerah 

memiliki kewenangan penuh dalam pendataan, penilaian, penetapan, 

pemungutan, dan pengelolaannya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 
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Sebagai tindak lanjut atas pengalihan kewenangan tersebut, 

Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. Dalam peraturan daerah tersebut, tarif PBB-P2 diatur secara 

sederhana dalam dua lapisan tarif berdasarkan besaran NJOP. Struktur 

tarif ini mencerminkan sistem pengenaan pajak yang masih terbatas pada 

pengelompokan nilai objek pajak secara umum tanpa pengaturan 

persentase NJOP yang lebih rinci. 

Melihat kebutuhan akan penyesuaian NJOP secara berkala, 

Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase NJOP untuk Perhitungan 

PBB-P2. Peraturan ini hadir sebagai pedoman dalam menentukan 

persentase tertentu untuk mengonversi nilai pasar menjadi NJOP.⁵ Hal ini 

penting mengingat nilai pasar tanah dan bangunan di Kota Padang 

mengalami perubahan yang cukup dinamis, sehingga dibutuhkan dasar 

hukum yang jelas, terukur, dan seragam dalam proses penilaian. 

Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2024 terletak pada pendekatan 

pengaturan tarif dan penetapan NJOP. Apabila dalam Perda Nomor 7 

Tahun 2011 tarif hanya dibedakan dalam dua lapisan berdasarkan besaran 

NJOP, maka dalam Perwako Nomor 1 Tahun 2024 pengaturan menjadi 

lebih rinci melalui penetapan persentase NJOP berdasarkan metode 

penilaian massal dan penilaian individual.  
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Walaupun telah tersedia landasan hukum yang lengkap, 

implementasi pengenaan PBB di Kota Padang masih ada perbedaan tarif 

antara PBB satu dengan lokasi lainnya seperti contoh di bawah : 

Gambar 1 

Surat pemberitahuan pajak terhutang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Terdapat PBB Yang Terhutang 22,5% 
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Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 2 Terdapat PBB Yang Terhutang 20% 

Gambar 3 

Image 4 

 

 

 

 

 

 

gambar 3 Terdapat PBB Yang Terhutang   25% 
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Dari gambar di atas adanya tarif PBB terhitungnya ada 25%, ada 

yang 22,5%, dan ada yang 20% dan  lain lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan 

penelitian dengan judul penelitian yaitu : “IMPLEMENTASI 

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG BESARAN PERSENTASE NJOP UNTUK 

PERHITUNGAN PBB-P2 “ 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Besaran Persentase NJOP Untuk Perhitungan PBB-P2 Di 

Kota Padang? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam 

mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Besaran Persentase NJOP Untuk Perhitungan PBB-P2? 

3. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase NJOP 

Untuk Perhitungan PBB-P2? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis implementasi pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kota Padang Implementasi Implementasi Peraturan 

Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase 

NJOP Untuk Perhitungan PBB-P2 Di Kota Padang. 
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2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota 

Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase NJOP Untuk 

Perhitungan PBB-P2. 

3. Untuk menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan  

Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran 

Persentase NJOP Untuk Perhitungan PBB-P2. 

D. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis 

data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis emperis dengan 

kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut 

dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.1 penelitian 

yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi masyarakat dengan 

maksud itu mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju 

 

1 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15 
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kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah.2 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan 

pada sumber data  primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama oleh peneliti melalui kegiatan penelitian di lapangan. Data 

ini besifat original dan belum diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain 

sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasilnya 

menggambarkan kondisi nyata di lapangan.3 

b . Data Sekunder 

Data sekunder adalah buku, literatur, bahan-bahan, jurnal, 

hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain hubungannya 

 

2Maiyestati,2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta,Padang, hlm 56. 

3Sugiyono,2018,metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R&D,Alfabeta:Bandung ,hlm 225. 
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dengan data primer.4 Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang terdiri atas: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari 

paraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah. 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusan Dan Pemerintah Derah. 

e) Peraturan walikota padang nomor 1 tahun 2024 tentang tata cara 

penerapan persentase nilai jual objek pajak untuk pehitungan pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui 

literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

 

 

4  Sugiyono, 2020, Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum, 

Alfaberta, Bandung, hlm 73.  
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a) Buku-buku yang terkait penelitian 

b) Jurnal-jurnal, artikel yang relevan berhubungan dengan 

objek penelitian 

c) Karya Ilmiah 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk serta 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

berkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 1 tahun 

2024 tentang Besaran Persentase NJOP untuk Perhitungan PBB-P2. Bahan 

ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, data statistik 

penerimaan pajak daerah, laporan resmi dari instansi pemerintah seperti 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, serta buku panduan 

atau pedoman teknis yang menjelaskan tentang pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum melalui peraturan perundang-undangan yang terkait arsip, catatan, 

dokumen, dan lain sebagainya, di perpustakaan Universitas Bung Hatta. 

b) Wawancara 

Wawancara (interview) adalah percakapan yang berbentuk tanya 

jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada 
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seorang responden. 5  Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan 

pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, yang tidak menutup 

kemungkinan pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru 

yang muncul untuk mendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kota Padang seperti bapak Budi Kepala  IT Bidang Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan ,Ibu Elsa Selaku Kasubid Pendataan dan Pendaftaran 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan , dan petugas PBB-P2. 

 4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang 

bersifat khusus atau konkret sesuai permasalahan yang diteliti. Analisis 

deduktif memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori dan ketentuan 

hukum terhadap fakta-fakta lapangan yang diperoleh selama penelitian. 

Selain itu, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengolah 

data yang berbentuk narasi atau kata-kata, bukan angka. Data kualitatif 

dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, 

dokumentasi, atau studi pustaka. Dalam penelitian ini, data 

dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang sesuai dengan fokus 

penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola, hubungan, 

 

5 Ammiruddin dan Zainal Askin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82. 
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dan kesimpulan yang relevan dengan implementasi pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kota Padang.6 

 

 

 

6 Sugiyono,2019, op cit, hlm 30. 
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